PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (UU KIP) mendefinisikan Sengketa Informasi Publik adalah sengketa
yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik berkaitan dengan hak

memperoleh dan menggunakan informasi menurut ketentuan yang diatur dalam UU

KIP.

Apabila terjadi sengketa informasi di Kabupaten Tana Tidung, maka yang akan

menangani adalah Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara. Aduan sengketa

informasi bisa dikirimkan ke KIP Provinsi Kalimantan Utara.
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Pengajuan Sengketa
Informasi Publik ke Komisi
Informasi  diajukan  dalam
waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterimanya
tanggapan tertulis dari Atasan
PPID yang tidak memuaskan
Pemohon Informasi Publik

Apabila salah satu atau para pihak
yang bersengketa secara tertulis
menyatakan tidak menerima putusan
ajudikasi dari Komisi Informasi paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja
setelah diterimanya putusan tersebut,
maka dapat mengajukan gugatan
melalui Ajudikasi Komisi Informasi

Dalam waktu 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterimanya
permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi Publik, Komisi
Informasi harus mulal melakukan
proses penyelesaian sengketa
melalui mediasi, paling lambat 100
(seratus) hari kerja

SELESAI

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, maka hasil

kesepakatan mediasi tersebut ditetapkan oleh Putusan Komisi informasi

Apabila upaya mediasi dinyatakan
tidak berhasil secara tertulis oleh
salah satu pihak atau para pihak
yang bersengketa menarik diri
dari perundingan, maka Komisi
Informasi  melanjutkan proses
penyelesaian sengketa melalui
ajudikasi

SELESA!

Jika Pemohon Informasi puas atas
keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Pengajuan gugatan
dilakukan melalui
Pengadilan Tata
Usaha Negara apabila
yang digugat adalah

Badan Publik Negara

Jika penggugat menerima putusan pengadilan dan puas, sengketa selesai

Pengajuan gugatan oleh salah satu atau para pihak yang

secara tertulis tidak

putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14
{empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan
tersebut, Jika tidak menerima putusan pengadilan,

Kasasi kepada Agung.

Kasasi dilakukan selamb:
belas) hari sejak diterimanya putusan Pengadilan Tata Usaha

14 (empat

Negara atau Pengadilan Negeri.

Pengajuan gugatan
dilakukan melalui
Pengadilan Negeri apabila
yang digugat adalah
Badan Publik selain
Badan Publik Negara
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https://ppid.bantulkab.go.id/wp-content/uploads/2022/06/Alur-Sengketa.png

